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Menimbang

Mengingat

KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

td

WALIKOTA BATAM,

bahwa dalam rangka pertimbangan kondisi perckonomian
yang kurang stabil sehingga beban biaya hidup masyarakat
menjadi meningkat, perlu dilakukan penyesuaian dan
pengaturan kembali pajak pajak daerah yang dituangkan
dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor
15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dan untuk melaksanakan penyesuaian perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun
2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (lLembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah



dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kartmun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3968);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor
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108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat
Paksa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4049);

Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang dikecualikan Dari
Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4050);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Pajak-Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Batam Nomor 14 Seri A) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota
Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 46);

. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2006 tentang

Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2006 Nomor 7 Sert A).

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun
2007 Nomor 12);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA BATAM NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
PAJAK PAJAK DAERAH KOTA BATAM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-
Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16
Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 14 Seri A ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pajak Pajak
Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 ayat (1), sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 37

(1) Tarif pajak untuk rumah tangga dan lain-lain di luar kegiatan industri,
pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 4 % (empat
persen).”

Pasal 11

Semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-
Pajak Daerah Kota Batam dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak
Daerah Kota Batam yang tidak diubah menurut Peraturan Daerah ini masih tetap
berlaku.



Pasal III
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam.
pada tanggal 8§ Juli 2008

WALIKOTA BATAM,

MAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

N

\

AGUSSAHIMAN SH
Pembina Utama Madya, Nip.¥20007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAN] TAHUN 2008 NOMOR



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PAJAK DAERAH
KOTA BATAM

. UMUM

Pajak daerah adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah sebagai
pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan
kepada masyarakat serta dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi
masyarakat sekaligus upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Batam,
diperlukan penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya
memadai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup Jelas

Pasal 1l
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR



